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T E N T A N G  

PETUNJUK TEKMIS FELAKSANKAN PERATURAN DAEPA KAEUPATEN 
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JENIS RETRIBUSI PELA YANAN KESEHTAN BID±tNG PERMBAGIAN JASA 

SARANA DAN JASA PEL#YANAN SERIA BIAYA OBAT RAWAT JALAN 

TING}KAT PERRTAMA DI PUSKESAS KA4£PATEN SIR&AL!NGUN 

DENGAN FRAHM.AT TUAAR YANG SAHA ESA 

EUFRT} !MAL.{{NG:N, 

Menimbang : a. bahwa dengan diterapkannya tarif pelayanan bagi peserta PT. (Persero) 

Asuransi Kesehatan Indonesia melalui Keputusan Bersama Menteri 
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/ienkes/SKB/IX/2001 
dan Nomor 43 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang tarif dan 
Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit 
Daerah bagi peserta PT. (Fersero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan 
Anggota Keluarganya maka dipandang perlu untuk menetapkan 

pembagian jasa pelayanan dan obat rawat jalan tingkat pertama di 

Puskesmas, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap tingkat lanjutan 

di Rumah Sakit; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 0  Tahun 
2011  Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan 
Kesehatan Bidang Pemhagian Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Serta 
Biaya Obat Rawat Ja lan Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten 
Simalungun. 
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Mengingat 1 .  Undang--Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten--Kabupaten dalam lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092) ;  

2. Undang--Undang iNomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republ ik I n d o n e s i a  Tahun 1992 Nomor 1 3  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3467); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 2  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ates Undang­ 
Undang Iomor 32 Tahu 2004 tentang Pererintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemer intah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;  

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5063 ); 

7 .  Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 
2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5233); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 
lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1988  Nomor 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3373); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1 9 9 1  tentang Peme l iharaan 
Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun, Veteran, dan 
Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1991  Nomor 90,  Tambahan Negara Repub l ik Indones ia 
Nomor 3556) ;  

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 tentang 
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Usaha Bahkti menjadi 
Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Repub l ik 
Indonesia Tahun 1 9 9 1  Nomor 90,  Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 3556); 

11 .Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 3952); 

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 7  Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 
Nomor 17  Seri D Nornor 16) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas 
PeraturanDaerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 201 1  Nomor 2 Seri D Nomor 2) ;  

1 3 .  Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  Tentang Perubahari 
Atas Peraturan Bupat i S ima lungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rinc ian 
Tugas, fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah 
Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten 
S ima lungun Nomor 107) ;  



E M U T U S K A #N  :  

Menetapkan PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

NOMOR 1 O  TAHUN 2 0 1 1  TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BIDANG PEMBAGIAN JASA 

SARANA DAN JASA PELAYANAN SERTA BIAYA OBAT RAWAT JALAN 

TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS KABUPATEN SIMALUNGUN. 

4  

Biaya Obat Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Obat yang digunakan untuk Pelayanan 
Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama di  Puskesmas dan Jaringannya 

KETENTUAN UMU 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati in i  yang dimaksud dengan : 

Daerah adalah Oaerah Kabupaten S ima lungun 

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Simalungun 

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun 

Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Sinalungun 

Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Simalungun 

Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Simalungun 

Jasa Sarana adalah Jasa yang digunakan untuk bahan habis pakai dan retribusi di 
Kabupaten Simalungun 

Jasa Pelayanan adalah Jasa yang digunakan untuk Pemberi Pelayanan Kesehatan dan 
Operasional Dinas Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 
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10.Pembagian adalah Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di Puskesmas dan 
Jaringannya 

11 .Retribusi  adalah Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun 

12.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Simalungur 

13.Pelayanan Dokter Keluarga Askes adalah Dokter Keluarga Askes Kabupaten Simalungun 

14.Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat maupun 
g0longan. 

15.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas, Rumah 
Sakit Umum Daerah termasuk imbal hasi l yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan 
untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan . 

16.Pendapatan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh 
Puskesmas, dan Dokter Keluarga. 

8ab I 

Subjek dan Objek Retribusi 
Pasa l2 

(1) Subjek adalah Medis dan Paramedis Petugas pemberi pe layanan kesehatan di 

Puskesmas dan jaringannya serta Dokter Keluarga ASKES di Kabupaten Simalungun 
(2) Objek adalah Peserta Askes yang terd ir i dar i PNS ,  Pensiunan PNS/TNI/Polri, Veteran, 

Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya yang terdaftar sebagai peserta Askes 

yang mendapat pelayanan dari Puskesmas dan jaringannya serta Dokter keluarga ASKES 



t ,  

Bab Ill 

Bagian Pertama 

Pasal 3 
Besaran Tarif Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan biaya obat Rawat jalan tingkat Pertama di 

Puskesmas dan pembagiannya 

Pasa l4  

Besaran Tarif Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan biaya obat Rawat jalan tingkat Pertama di 

Puskesmas dan jaringannya 

1 .  besaran tarif jasa sarana sebesar Rp. 500,-/jiwa/bln 

2. besaran tarif jasa pelayanan sebesar Rp. 580,-/jiwa/bln 

3. besaran biaya obat RJTP sebesar Rp. 920,-/jiwalb!n 
4. besaran tarif sebagaimane dimeksud ayat (1, (2) an Ayat (3) yang diterima oleh Dinas 

Kesehatan dari PT. ASKES seluruhnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun. 

Bagian kedua 

Pembagian 

Pasa l5 

(1) besaran tarif jasa sarana , jasa pelayanan pembagiannya diuraikan sebagai berikut 

a. Untuk jasa sarana dikenakan retribusi sebesar 40 % (40 perseratus) dan sisanya 

sebesar 60 % (60 perseratus) diberikan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan 

digunakan untuk pembelian Bahan Habis Pakai. 

b. Untuk jasa pelayanan 14 % ( 1 4  perseratus) digunakan sebagai biaya operasional 
Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dan sisanya sebesar 86 % (86 perseratus) 

diberikan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. 
(2) Pembagian sebagaimana maksud pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf b dilakukan setiap 

akh ir bulan selama satu Tahun Anggaran 

Pasal 6 

( 1 )  Khusus biaya jasa pelayanan dokter keluarga ASKES oleh PT. ASKES menyetor biay~ 
pengawasan dan pembinaan sebesar 1 % ( 1  perseratus) ke rekening Dinas Kesehatan 

Kabupaten Simalungun dan selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun melalui 

Bendahara Penerima menyetor ke Kas Daerah Kabupaten Sima lungun. 

(2) Sistem pelaporan pertanggung jawaban keuangan dana jaminan pemeliharaan 
kesehatan dan jaminan persalinan dilaksanakan sesuai dengan mekan isme pelaporan 
pertanggung jawaban keuangan di Daerah Kabupaten Simalungun 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 

188.45/1762-DINKES tentang Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan serta biaya 
obat RJTP di Puskesmas Kabupaten S imalungun dan ketentuan-ketentuan lain yang 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Terhadap biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya obat Rawat Jalan Tingkat Pertama 
(RJTP) serta dokter keluarga Assuransi Kesehatan (ASKES) yang sudah ada direkening 
Dinas Kesehatan Kabupaten _ Simaiungun agar disetor ke Kas Daerah Kabupaten 

S ima lungun. 
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8AB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupat i  in i  mula i  berlaku pada tanggat diundargkan 

Agar setiap orang apat mengetahu inya ,  mnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in i  

dengan menempatkannya da larn Berita Daerah Kabupaten Simalungun 

Ditetapkan di Parnatang Raya 
pada tanggal 2 0 1 2  

BUPAT! St&ALUNGUN, 

{to 

Diundangkan di Parmnatang Raya 
pada tanggal 2 0 1 2  

PIt .SEKRETARIS DAERAH KAEUPATEN SIA! UNGUN 
.  

< '  ·  (-  

GIE !ON PURA 

BERITA' DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN MOMOX 1 2  T A H N  2012  
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